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BAB I

PKNDAHULTJAN

1 . Permasal?.hans Latar belakang dan T^uaannya
Dengan mendasarkan diri pada nsaa peradilan, aeper- 

ti yang tercantum dalam p^sal 4 ayat 2 Undang-undang H o .14 
Tahun 1970 tentsng Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Ke- 
haklnan (eelanjutnya diaebut U0 No.l/f Th*1970) yang berisl 
"Poradilan dllakukan dengan aederhana, capat dan beaya ri- 
ngan"^ dan uidalam pasal 5 ayat 2 undang-undang tersebut 
yang .iengatakan^Dalam perkara perdata Pengadilan membantu 
para pencarl keadllan dan berusaha aekeras-kerasnya menga- 
t^ei segala hambatan dan rlntangan untuk dapat tercap.-inya

pparadilan yang sederhana, cepat dan beaya rlngan" •
Hal 'ni menjadi pendorong bagi kit.a semua, terutama 

para penegak hukum untuk menyelesaikan pemerlksaan suatu 
perkara dengan berpedoman psda ketlga asas diatas.
Cebab penyelesaian perkara yang cepat merupakan syarat 
mutlak bag! euatu peradilan yang balk* Tertundanya perkara 
b. pihak yang nencarl porlindungan hukum alan saenimbul- 
kan kegellsahan dan raungkln juga kerugian, tentang menaug 
atau krlah, s lah otau tidak bila segera ada kepaeti-nnya

T̂Jrdanfl-undanr Tentang Katentuan-ketentuan Pokck 
Kekuaaaan Kehakiman« Intibuku Utacn, Jakarta. 1971, h .103

2Ibid.
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dari pengadilen, ini ?kan lobih menanamkan kepercayaan

serta meningkatkan Vewibawaan pengadilan*
Sebagai penerapan prinsip dari asas peradilan ter- 

cebut hanyalah penyelesaian sengketa melalui jalan perda- 
maian eeja yang cocok, yang diatur dalarn pasal 130 Hersie- 
ne> Inlandch Reglement Stb.19^1 No.M> (selanjutnya disebut 
HIR) dan dldaleiu pnsal IP53. s impal dengan pasal 186*f Ki- 
tab Undang-undang Hukum Pordata Sipil (selanjutnya dia>ng^ 
kat dengan ICUIIS),

Karena dengrn diadakannya perdcuaaian dap t mencegah 
kemungkinan tinibulnya suasara permusuh.n dikemudi-n hari 
ntara pihak-pihak yang berpekara. Pisamping itu dengan 
perdamaian menghindarkan beaya mahal, dapat dll?ikukan de­
ngan cepat aehingga menghindarkan proses perkara yan& ber- 
larut-larut dalac waktu y *ng lama.

Seperti dikatakan oleh Bismar Siregar (hakim a Ting 
di Mahkamah Agung KI) dalam menjawab surat s^ya, mengata- 
kan bahwa "upaya perdamaian itu lebih baik dan lebih lu- 
bur dari upaya penyelesaian sengk ta berdaear keadilar 
hukum"^ beliau memberikan suatu contoh dalam eobuah pan­
tun Batak yang terjemahannya seperti beri>ut, 
kecil daun johar 
lebih kecil daun brne-bane

2

Bismar Siregar, Men.iawgb Surat Savo. 13 Maret 
1985, h»l

3



indah kata-k-Xa keadil^n
lebih Indah kr?ta-kcta perdemaian.

Kemudian lanjut bpliau juga dalam ajaran agama Is­
lam ada eebuah hadiet n;bi ‘luhamraad, yaitu"Tahukah kamu 
perbuatan yang lebxh utama dari sholat, puasa dan sakat? 
lalah mendamalkan orang yang berBengketa"^

Jadi jelasl^h bahwr* penyelesaian senglieta tffclalul 
jalarn perdamaian adalah suatu penyeleaaian sengketa yang 
paling balk dan bijnkeaaa, disomping itu dapat dilakukan 
dengan cepat, beaya rlngan dan aederhana.

Yang menjadi taaealah sekarang ini, kenyataannya di- 
dalam praktek maeih banyak anggota masyarok t yang belum 
tahu bagaimana carany^ melakeanakan perdanr ian dalara me- 
nyeleoaikan sengketa perdata. krrent? ternyata leb^h ba­
nyak para pihak (penfgugat dan tergugat) merasa lebih pu- 
as untuk meneruak^n sengketanya irelalui banding ke penga- 
dllan tinggi dan kaeaei ke Mnhkamah Agung* Hal ini aerye- 
bnbkan perkara atau aengkbta tidak selesai dengan tuntas 
di pengadilan tlngkat pertama, serta akan menambah ter- 
tumpuknya perkara di Mahkamah Agung* Sedangkan motiv lain 
dengan mengajukan permohonanbanding dan knsasi b;>gi para 
pihak bukannya dimakeiTdk^n untuk su tu keinginan nempero- 
l-*h keadilan d«n kebenaran yang nilainya lebih tinggi, me- 
lninkan sekedar untuk memperlambat proses bclaka, seakan-
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akan b nairif dan kreesi itu sudah menjadi mode upaya hukum 
yang nustl h rus diraintakan dalam beracara dimuka sidang 
pengadilnn.

Sslanjutnya Bisn r Siregar juga memberikan kritiknya 
y ng raengatakan,"Perdamaian dalam menyeles^ikan sengketa 
perdata adalah wajib bn i haki* t s-yang sruapai soknrang 
up«*ya p̂ 'dam-*1.an itu saolah-olah hanya up ya form *litas, 
tidak dihayati secara sungguh-sungguh"? Kemudian beliau 
melanjutluinj

Dalam rjjaran agams .ŷ n8 diakui eah dinegara ini dalam 
t.itab eucinya yang menjadi inti ajoran ialah kedaiaai- 
an. Hery'- aayang diantara penganutnya tidak banyak 
yang menghayat- dan mengaraalkannya* Diaamping itu be- 
rapa banyakkoh para hakim, pengacara yang mau mengha- 
yati njaran yang demikian^luhur dalan menyelosuikun 
setiap tengekata perdata JE.

Berdararknn keadaan-keadann yang deraikian itu se~ 
sungguhnya sangat memprihatinkan kita semua sebagai ang- 
gota maeyarakat^ merupakan malapetaka bagi masyarakat 
Kita sebagai pencari keadilan sehingga keadaan ini perlu 
segera diatasi.

Oleh karena itu sudah menjadi I:eharusan dan tugaa 
bagi para ponegak hukum kh susnya para hakim dan pengacara 
(advokat) u,. lebih bertindak aktif dan kreatif dalnm 
mengembangkan lembaga perdampian secara lebih luas dan 
rffektif dalara masyjsrakat, agar penyelesaian eetiap seng­
keta perdata melalui jalan daraai.

h

5Ibii. 
6m a , h.



2* Penjelasan Judul
Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, terdapat 

hal-hal ysirg sangat mensrik untuk dikemukakan.
Denman dilaksanakannya perdamaian untuk menyelesai­

kan sengketa perdata dapat meniabulkan manfaat-manfaat* 
Manf *' c adalah aegi keuntunyan yang dapat dinikmati balk 
bagi pnrn pihak (penggugat dan tergugat) maupun bagi badan 
perrdilan di Indonesia*

Kata hambatan yang dimaksudk-rm dalam penulisan ini 
dapat diartikan sebagai •uatu halangan atau rintangan yang 
timbul dengan diusahakannya perdamaian. Hambatan ter6ebut 
daprt detsng dari prra pihak itu sendiri m umm dari pihak 
lain- *

Penyelesaian sengketa melalui jalan pardaaaaian da- 
laia penulisan ini diartikan, bahwa eeti^p sengketa perdata 
yang diselesaiakan dengcn perdamaian dimuka siding penga- 
dil^n, bukan suatu penyelesaian sengketa melelui banding 
den kasasi , Perdamsian diusahakrn oleh hakim pada se- 
tiap kali sidang bahkan sampai sidang terakhirpun sebelum 
menjatuhkan putuean.

Ala&^n Pemilihan Judul
Pemilihan judul demikian ini didasarkan pada bebe- 

rapa alaean, alnsan-<?lasan itu adalah;
1* Bahwa perdamaian yang diusahakan oleh hakim 

yang sangat cocok bs-gi penerapan :*sas peradilan 
tetspi justru masih banyak anggota masyarakat
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yang belum t^hu bagaimnna cara melaksanakan 
perdamaian*

2. Dilihat dalam praktekny: lebih banyak penggugat 
m upun tergur&t merasa lebih puas untuk aene- 
ruskan penyelesaian sengketanya melalui proses 
pemerlksaan biasa drripridn menyelesaikan dengan 
perdamaian.

3- Sebagai alasan terakhir saya Ingln mengetahul 
sejauh nana peranan hakim! pengacara Berta pa­
ra pihak dalam mengus^h^kan perdamaian.

Tu.juan Penulisan
Knrya tulis yang berupa skripsi ini bagi saya ber- 

tujuan untuk melengkapi tugae dan memenuhl salah satu ke- 
butuh ̂n dalam melengkapl syarat-syarat mencap&l gelar sar- 
jana hukum, tujuan selanjutnya d ri penulisan ini saya
incin menyumbangk m  ----pemik^r n atau pendapat dalam
raenyoroti masalah perdamaian dengan a rc mengan lisa per- 
mr.6alahan sehingga berguna bngi pi?rkembangan ilmu pengeta- 
huan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.
5. uetodoloirt.

a. Pendekatan Kas.l^h
Pendek tan masalah yang dlpakal p da penulisan ini 

dengan menggunokan metode deduktif yang berarti perma- 
salrhan umum yang berdasnrkan teorl kemudian dik-ltkan 
dengan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat ditarik 
kesimpulan eecara khusus dari permasalahnn tersebut.



b. Sumber- data
Sumber d^ta yang* dipergun'^n d : lair nsrirnu jang 
penulisan ini diperoleh d?ri;
1* buku-buku, peraturan perandang-undangsn, dua 

yurldpinidensi dsn svr^t k.?bor, 
merg^daknn Yrnir?Kc*ra dnn rurat-menyuret dengrn 
para ahli huku*̂  yang psrnsh terlibat langsung 
dergan maaalah tersebut. 

c« Prosedur pengumpulsn d?"ta dan pensrolaban dnta
Cars pengumpulan data yang saya pergunakan padcr , 

psnulisan ini yaitu dengan membaca, Mempelajari don me- 
nganalisa dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
y*risprud«nai dan surat kabar, disaaping itu dengan rao- 
ngurapulkan seaua basil wawancara yan? say* lokuksn de~ 
ngan saudara Z,A S»ngaji SH ( seorang calon hakim dan 
sekarang sebagai panitera pengganti dl Pen#adilan Nsge- 
ri Surabaya) pada tergal 1/+ Maret 1^85 di Surabaya. 
Selanjutnya akan saya hubungkan antara data yang saya 
peroleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh 
dari literatur agar dua mrcam data tersebut menjadi ko- 
satuan yang sesuai* * 
d« Anolisa data

Dari eemua data-data yang telah berhasil saya kum- 
pulkan kemudian s:-yt* analisa untuk sel njufcnya dapat 
ditarik koeimpuln yang dapat aemebrikan jawaban ataa



permaealahan yang dikemukakan p-da s^ri^st*
6* Sistimatika dan -pertanggunic.lawaban

Penulisan skripsi ini saya mulai dengan pendahuluan 
didOtair.ya diur^iVn nenren i p*£a(US: d-ii
penjelasnn , alasan peraill.fean ,1udult tujuan penuliB nf
wetodoloci, cictimatik^ J--n -oert.-nr^nfj^wwban. Femb-’h^ssn 
ini s ya kemukakan untuk aemahami sec':r« garis besar per- 
in. salahan dalam skripsi sehingga iiketahui h??l-hal yang 
berhubungan dengan isi maupun c*ra penulisan.

Sebelum mengin,1ak lebih jauh pnda pokok perm sal hnn 
akan diuraik.m lebih dahulu aengenal pengartian p^rdeaal^n 
Uraian ini saya gun kan sebagai b.'ihan landasan teori seca- 
ra umum, karena tidaklah mungkinraembahas masalah manfnnt 
dan hambatan perdamaian t^npa men^'tahui lebih dahulu art! 
perdamaian*

Pembahasan berikutnya tentang m .nfaat dan hambatan 
perdrjnaian* Disini akan Tienguraikan pokok permss-tlahan 
yang kikemukakan pada skripsi, saya memilih pokok perm-sa- 
lahan yang deaikian karena ingin mengetahui kead^nn sebe- 
narnya yang, terjadi dalam pro.ktek, m-nfant apa saja yang 
tirabul dengan adanya perdamaian sebaliknya faktor apa saja 
yang dapat menghambat usaha perdamaian dan apakah setiap 
pelaksanaan perdamaian itu sudah sosuai dengan peraturan 
hukum yang berlaku seknrang ini.

3;,rian penutup penulitai ini, saya akan merumuskan

suritu kesimpulan dari permasalahan yang diajukan dan ber-



dacarkan *;tae kesimpul;x tersebut saya dap^t memberikan 
s-ran-s^ran# Keeimpulan rcorupskan inti sari permaE-.lahan 
yan.j dibahas sedangkan saran-sorran adalah pendapat saya 
y*ng eekiranya dapat mem«cahkan problema yang timbul dala i 

i liean.
[■raian dan bahasart ii;i dieusun deaiklan rupa oiaak- 

eudk.vn agar meaudahkan untuk mengetahui isi penulioan dan 
urut-urutan pembahasan sehingga tidak m*nyulit£an bagi 
iienbaca sokalian.



BAB II

PENGERTIAN PERDAMAIAN

1* Perdamaian Sebagai Suatu gersetu.juan
Pasal 1- 51 ayat 1 XUHS mengatakan,

Perdamaia' adalah suatu persetujuan dengan mans kedua 
belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau rae- 
nnhan sesuatu barang mengakhiri suatu perkara yang 
sedang bergantufag atau mencegah timbulnya suatu par-kara.'

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, untuk meng- 
hentikan sengket? perdata yang sedang ditangani oleh hakim 
maupun untuk mencegh timbulnya **«ngketa yang akan diaju- 
kan kemuka pengadilan dapat dipergunakan suatu persetujuan 
yaitu dengan menyerahkan, menjanjikan atau raenahan suatu 
barang.

Untuk persetujuan yang demikian ini, menurut V?irjo- 
no Prodjodikoro, seperti telah ia usulkan untuk diterje-

n
mahlan menjadi persetujuai; perdamaian.^

Riduan Syahrani mengatakan bahwa,
Pengertian perdamaian yang perumusannya termuata dalcm 
p.-.sal 1651 HJHS ini dipandang oleh para srirjana seba­
gai kur> ng sempuma, karena nengorbanan hak dari pi- 
hak-pihnk yang bersengketa yang dianggap sebagai un-

^R. Subokti dan Tjitrosudibio, Kitab Und-ng-undanff 
Hukum Perdata. Pradnya P ramita, Jakarta, 1984, hV̂ l'f.

oY/irjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentanft Perse- 
tujuan-persetu.lu^n Tertentu. Sumur Bandung, Jakarta, h.l?l
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sur persetujuan perdainaian tidak tercontum didalamnya?
Oleh knrena itu bila paeal 1851 KUHS menyebutkrm 

menyeraLkan, menjanjikan atau menaha^ suatu bnrang sebagai 
iei dari porsetujuan damai harusl h diprjadang sebagai con- 
toh-contoh belaka sehingga orang boleh membuat sama atau 
tidak sama, eesu i dengan asas kebebasan berkontrak (pa- 
sal 1536 aUHS).

Sebag ii nnmir te rp e n tln g  tm tttk ttdaaya p u w etu jin si . 
perdamaian tersebut, adanya pengorbanan para pihak yang 
bersengketa secara timbal ball':, sebaliknya -'ukan surtu 
persetujuan dawai nainanya kalnu hanya salnh satu pihak 
saja y ng berkorban, yaitu bilami'na satu pihak dalan suatu 
perkara perdata nengalah seluruhnya dengan mengakui selu- 
ruh tuntutan pihak 1 wan* Hisalny.■<, sengketa tantang hak 
:;ilik tnn-h pekarangan rumah, si A mengakui mempunyal hak 
milik atas seluruhtan^h dan bangunan termssuk pekarangan 
tetapi si B juga mengakui mempunyai hak :-ilik. toghp*- 
rangan aidep n rumah tersebut, akibatnya terj:di perseli- 
sihrn atau sengketa tentang siaps sebenamya pem Ilk peka­
rangan rumah tersebut* Tereka memutuskan menyelesaikan 
sengketa dengrn perdamaian* Hasii dari persetujuan perda­
maian tercapal sebagai berlkut, bahwa A mempunyal h.,k mi­
l i k  atas pekarangan rumah sebaliknya A hrrus membayar se -

ôRidunn Syahrani, Î aealah Tertumpuknya Beribu-ribu 
Perkara Pi iVu/^mrh A rung. Alumni, Bandung, 19&0, h.l5.



jumlah uang tertentu kepada B sebagai ganti rugi dari har-
ga tanah pekarangan. Secara singkat dapat dikatakan A ha- 
rus mengorbankan sejumlah uang tertentu sebagai ganti rugi 
sedangkan B harus mengorbankan atas tanah pekarangan dide­
pan rumah tersebut.

yang bersengketa secara timbal balik merupakan unsur yang 
sangat penting dalam perdamaian, tanpa ada pengorbanan pi- 
hak-pihak yang bersengketa secara timbal balik maka mus- 
tahil perdamaian itu dapat tercapai.

Seperti telah saya kemukaksn t>ahwa perdamaian me- 
rupakan persetujuan, yaitu yang termuat didalam buku III%
KUHS (tentang Perikatan) titel XVIII, maka perdamaian se- 

' perii persetujuan lainnya juga harus tunduk kepada keten-
tuan-ketentuan umum persetujuan yang termuat dalam titel I!
(tentang perikatan-perikatan unrnmnya) sampai titel IV 
(teijitang hapusnya perikatan-perikatan) pasal 1233 KUKS

an lbaik yang mempunyai Guntu nnma khusus maupun yang tidak 
terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-

Oleh karena itu menurut Wirjono banyak pasal-pasal didalam 
ketentuan umum suatu persetujuan berlaku pula pada perd§-

Dengan demikian jelaslah, pengorbanan para pihak

peraturan umum yang termuat '4da.lam bab ini dan bab ^alu’.'10'

"^R.Subekti dan Tjitrosudibio, op.cit. h<,305.
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maian. Seporti pasal 1857 KUHS merup k n ulang n d ri pa-
sal 1340 KUHS yaitu suatu persetujuan hanya berlaku antara
orang-ortaig yang turut serta d lam persetujuan itu, begi~*-

1?fcfepun dalaa hul suatu perdam iant
Jadl eu-.tu perdamaianyang diadak n oleh seseor.jig 

ya-g berkepenting ;n terh;>dap perdam ian itu, h.~nya mengi- 
kat dirinya sendiri.

Juga dikatakan oleh Wirjono pasal 2,85** KUHS dan pa- 
sal KUKS merupokan ulang n k'ta dari paor.l 1359 KUHS.
Bahwa segala persetujuan hanya mengenai hal-hal y ng men­
jadi persoal^n antara kedua belah pihak}^ Dari k- liraat ter­
sebut dap t diartikan, bnhwa untuk setiap perdamaian }tu 
harus sesuai atau t rbatas pada hal-hal yang menjodi isi 
dEirl h-sil persetujuan damai tadi, hasil persetujuan damai 
itu meiapunyai kait^n yang erat dengan sengketa yang men­
jadi sebab adnnya perdamaiar;.

Berdasarknn atas seiaua uraian yang telah saya kemu- 
kakan diatas Maka dapat disimpulkan b:hwa perdamaian itu 
merupukan suatu persetujuan tetapi tidak seti p persetuju­
an adalah perdamaian.
2m Syarat Perdamaian dan Peranonnvj

Untuk adanya perdam4ian pertain^-t^ma haruslah ada 
perselisihan antara para pihak* Bilawana tidak didahului
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11\Vrjono Prodjodikoro, op.cit. h.172, 
lr’lbld. h.l?3.
15Ibid.



dengan perseli&Lhan, uisalnya para pihak mengad, k/.n suatu 
persetujuan tawar-men^war yang p ~d̂  akhirnya mencapai su­
atu persetujuan dimana inasing-musing pihak melep^ekan b4* 
gian yang ditawarkan semila, demikian ini bukanluh perda- * 
maian* Contohnya, A mena\?nrk«n kepada B sebuah mobil seba- 
lik&ya B menawarkan kepada A sebuah rumah, akhirnya mereka 
membuut suatu persetujuan bahwa txidbng-a&sing pihak sotuju 
untuk melepaskan barang yang ditaw rk.̂ n yaitu A terhak me- 
pask^n mobilnya kepada B sebaliknya E harus melepaskun ru- 
raahnya kepada A.

Dalam contoh diatas tidak bisa disebut sebagai per­
setujuan perdamaian sebab persoH tsihan yang menjadi syarat 
untuk odanya perdam \i;*n tidak r*da d lam persetujuan itu.

Syar^t perdamaian lainnya yang harus ada pada se- 
tiup perdamaian, adanya pengorbanan secara timbal balik 
dari p ra pihak untuk melepuskan hakny , pongorbanan itu 
h^rus ill kukan den; cm sukarela.

Soperti diuraikan sebelumnya bahwa perdamcdan yang 
dc/lam buku XXI tttel XVIII KUHS berdusarkaa y-snl 1319 iCUHP 
tunduk-pads ketentuan-ketentuan umum euatu persetujuan, 
maka untuk keabsahan persetujuan damal itu haruslah mewe- 
nuhi sycxat-sy^rat sahnya persetujuan pada umumnyu y.ng 
termuat didalam pasal 1320 KUHS yaitu (1) sepakat mefceka 
yuntr mengikatkon dirinya,(2) keca^pan untuk mombuat eua x 
perikatan ,(*•>) suatu hal tertentu, (if) suatu seb^b yang . ;



ELsamping itu perdamaian menurut pasal 1851 ayat 2 
KUHS harus diadakan secara tertulis, dimaksudknn agar akte 
per etujuan damai ini dapat digunakan sebagai bukti dike- 
mudian hr.ri •

Pasal 1852 ayat 1 KUHS, me yebutkan u- tuk adanya 
psrdamair*n diperlukan masing-masing pihak .empunyai keku- 
asacn untuk molepaektin haknya atas hal-hal yan termaksud 
ialam perdamaian, atau d*mgan kata lain untuk adanya per­
damaian para pivhek meapuny-i hak menguasai*
Peranan Perdamaian *

Perdamaian oan̂  at eeeusi de rm jiwa Pa casila, ka«~ 
ren perdamaian B&i p&t berpe.ransn dalam mengembavigk-n si- 
kap tenggang raei yang merup;ikan perwujudan dari eila Ke>* 
manusî .. Yang /Idil dan Bsradeb, yang lebih me.gutamakan 
musy^wnr;!: untuk mufakat demi kapefltingun bersama, meng- 
horuar-i hak or&ng lain dalam menuapai mufakat yang dilipufc 
semangat kekeluargaan. Hal ini didukung pula oloh keadaan 
masyarakat Indonesia ya g memiliki dasar toleranoi yang 
ti iggi dnn sifat gotong-royong yang dapat mendorong perda­
maian dalam sengketa perdata sehingg.M mudah dilaksanakan« 

Disampir.g itu perdamaian ear* gat berperanan bagi pe- 
nerapcn prineip asas peradilan yang sederhana, cepat dari 
biaya ri -gan*
3* Macam Perdam,̂  la.\

Kalau dikaji lebih lan jut keten ur.n p sal 1: ̂ 1 ayat 
1 KKHS bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan 
mana kedua belah pihak dengan menyerahk^i, menja : jikanf
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atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang 
sedat.g bergantung atau mencenah timbulnya suatu perkara.

Dari rumusan kalimafmengakhiri suatu perkara yang 
eedanr bergantung" dapat saya artik; n bahwa perdamaian 
yang demikian i i adalah perdamiian yang digunakan untuk 
menghertikan perkara yang sedang diperiksa oleh hakim atau 
dengan kata lain perdamaian yang diadakan didepan pereida- 
ngan yang digtnakan untuk menghentikan sengketa perdata.

Tetapi bila saya tinjau dari kalimat"untuk mancegah 
timbulnya suatu perkara”, hal Ini dapat saya tafsirkan 
bahwa perdamaian dapat digunakan pula untuk mencegah tim­
bulnya suatu perkara yang akan dlajukan kemuka hakim, e 
engan kata lain telah dilakukan perdamaian antara para 
pihak dlluar sidng pengadllan untuk menyelesaikan sengke- 
tanya. Jadl, mesklpun diluar sidang pengadllan bagi para 
pihak untuk menyelesaikan sengketanya dapat mengg nakan 
perdamaian.

Secara singkat dapat dik takan p. *sal 1351 :iyat 1 
KUHS mengandung dua macam perdamaian, yaitu:

a. Perdamaian dimuka sldang pengadllan,
b. Perdamaian diluar sidang pengadllan.

a. Perdamaian yang dilakukan dimuka sidang
Perdamaian d&depan sidang diatur pada pasal 130 HIP. 

Pasal 130 ayat 1 HIR berbunyi f apabila pada hari yang telah 
di tentukan kedua belah pihak hadir nuika dengan perantaraan

ketua sid?ng berusaha menperdamaikan merekaV
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Maksud dari pasal tersebut menurut Abdulkadir Muhammad, 
hakim berusaha untuk memperdrmaikan mereka,. raemper-
damaikan itu bukan hanya permulaan sidang saja b. hkan saia-
pai sidang terakhirpun sebelum menj.ntuhkan putusan^**

Sedangkan menurut Supomo;
Peraturan itu adalah kurang tepat, oleh karena pada 
permulaan sidang, hakim belum dapat mengetahui bagai- 
mana duduk perkara sesungguhnya, Baru setelah pemerik- 
saan berJalan, hakim dapat mempunyai gambaran tentang 
duduknya persengketaan antara kedua belah pihak, ee- 
hingga hokim akan d^nat menemui waktu yang tepat untuk 
mendamaikan merekal^

Bilamana perdamaian tercapai, dikuatkanlah akte 
persetuju n perdamaian itu dan kedua belah pihak dihukum 
untuk mentaati dan melaksanakan persetujuan damai tersebut 
dan terhadap akte demikian ini berkekuatan dan dijalankan 
sama dengan putusan hakim \|>sal 130 ayat 2 HIS)* Keten- 
tuan ini lebih dipertegas lagi didrlam pasal 185’ ayat 1 
KUHS, bahwa segala perdamaian mempunyai dinntara para pi­
hak suatu kekuatan oeperti putusan dalam tingknt pengha- 
bisan*

Hal in merupakan segi keistimewaan dari persetu­
juan perdamaian sebab perdamaian seperti layakny;i pereetu- 
juan biasu dengan penrorbanan sukarela dari para pihak, 
yang khusus diberi kekuatan dan dijalankan sama dengan 
putusan hakim.

^Abdulkadir Muhammad, Hukuâ  Acara Perdata Indone­
sia, Alumni, Bandung, I9fc2, h.121.

H]̂Supomo, Hukum Ac^ra Perdata Penfladilnn Negeri. 
Pradnya Paramita, jSSrta, 1964, h . 5 5 . --------- ----
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Perdamaian disirn bukanlnh keputusan yang diambil 
atas pertimbangan hakim, melainkan bersifat persetujuan 
antara kedua belah pihak yang isinya mereka tetapkan sen- 
diri berd;isarkon kehendak kedua belah pihak* Itulah sebab- 
nya menurut pasal 130 ayat 3 HIR terhadap putusan damai 
4akte perdamaian ) tidak dapat dilakukan banding.

K<- rena persetujuan perd m ian y ng dilakuakan dide­
pan sidang itu merupakan putusan dalam tingiiat penghab s n 
(putusan yang bersifat tetap) m-ka akte perdaa lan terse- 
but mempunyai kekuatan eksekuei ( kekuatan untuk dilaks; - 
naknn) bil mana d; a l h satu pihak yang tidak aau melak- 
sanakan perdamaian tersebut, maka atas permohonan pihak 
lainnya dap&t memlnta bantuan ketua Pengadilan Negerl agar 
pihak tersebut dipksa sup&ya m u  menta&ti isl perdamaian*
b. Perdamaian yang dilakukan dilu>r sidang

Berbeda dengan perdamat n y ng telah berhasil dila­
kukan didepan eidang, adalah perdamaian yang dilakuk^st 
para pihak sendirl dilu^r s^d ng pengadllan.

Perdamaian diluar pengadiXdu dalah pernyataa*t ktû  
sepakatan darl kedua belah pihak untuk mengakhlrl oengke- 
tanya dengan jalan dmai,

enurut lietnowul n Sutanti; dan Iskandar Oeripkar- 
tawlnata;

Perdamaian semacam ini hanya berkekuutan sebagai per­
setujuan kedua belah pihak belaka, yang apablla tidak 
ditaati oleh saluh satu pihakf muslh harus dlajukan 
melalui suatu proses £1. pengadllan. Persoalsnnya hanya 
selesai untuk seaentara dan sama sekall tidak dupat 
menjamln bahwa Buatu ketlka tidak akan meletus lagi



dan mungklja lebih hebat dari semula^
Sedangk-n menurut Subekti;

Biasanya dalaw porsoalan gugat terdapat dua atau lebih 
para pihak yang satu sama lain sedang bersengketa, da- 
lam usaha mereka untuk menyelesaikan sengketa tersebut 
secara damai diluar sidang mungkln mereka telah mlnta 
bantuan toman baiknya atau kepal i desa yang bersang- 
kutan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan ka- 
dang-kadang usaha tersebut berhasil pula. Apabila 
sengketa selesal dengan jalan damil diluar sidang, di- 
kemudian harl sengketa yang sama mungkln terjadi lagi 
anfcara kedua belah pihak yang sama itu. Mlsalnya, se- 
bidang tanah yang pemula telah diserahkan secara«damai 
di'imbil kembali oleh yang seraula menyerahkannya*'

Dengan kata lain perdamaian diluar sidang itu hanya 
berkekuatan sebagai persetujuan dib wah tangan belaka, 
a-ibatnya tidak mempunyai kekuatan eksekusi*

Oleh karena itu pelaksanaannyr senata-mata terran- 
kepada kesukarelaan para pihak yang membuatnya hingga ti­
dak d; o d i p a i s  kan bilamana salah satu pihak enggan un­
tuk ‘ielahsanskannya.

Jadi pelaksanaan perdamaian diluar sidang tergantunr 
dari kedua belah pihak, bila salah satu pihak melanggar 
isi perdamaian tersebut maeih mempunyai kemungklnan diaju­
kan kemukn siding pengadilan*

Kemudian bagalmana kkuatan hukum putusan perdamii- 
an diluar pengadilan?

ila saya kaitknn antara perdamaian diluar sidang
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fcgfccriowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata 
Hukuiii cara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Ban­
dung, 1979, E.37“

Subekti, Hukum Acara Perdata. Binacipta, Bandung, 
1962, h.36* .
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dengan pasal 13>3 ayat 1 KUHS yang mengntakan , bahwa se- 
gala perdamaian mempunyai kekuatan seperti putusan hakim 
d lam tingkat penghabisan atau seperti putusan yang bersi- 
fat tetap. Putusan hakim yang bersifat tetap adalah putu­
san K-iic tidak dapat dit»rlk k£r:bjli, dengan kata lain ke- 
tuatan berlakunya mengikat pihak-pihak untuk meloksanakan- 
nya. Terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 
hukumtetap tidt’k dapat dimintakan p#fcieriksaan dalam ting­
kat banding, Uengan akibat apabila dengan suatu tindakan 
acara telah tercapai maksud yang dih^rapkan maka ulangan 
tindakan itu tidak mempunyai akibat hukum atau Ke bis in 
idem*

Haî i perdaJU'ian diluar ^r* gad1 lan amat sukar ber- 
laku ketentuan pasal 1856 ayat 1 uUH£, sebab perdamaian 
diluar sidang menurut Retnowulan dan Iskanda tadi masih 
mempunyai kemungkinan diajukon kemuka hakim at&u masih 
merupakan persetujuan belaka* Dengan demikian putusan per­
damaian diluar sidang merupakan putusan yang masih belun 
mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ketentuan pasl 
1 58 ayat 1 KUHS tidak dapat diternpkan pada perdamaian 
diluar sidang.

Jadi, jelaslah bahwa ferdapat^ p®3rbedaan antara per­
damaian yang terjadi didalam sidang pengadilan dengan per­
damaian yang terjadi diluar sid ng pengadilan* Perdamaian 
didalam sidang itu mempunyai kekuatan hukum tetap yanr . 
mempunyai kekuatan ekoekuoi sedangkan perdamaian diluar



21
sidang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap hanya merupa­
kan persetujuan dibawah tan^an* antara kedu;j belah pihak.

Sebagai bahan perbandingan akan saya ajukan sebuah
contoh kasus perdamaian dari sengketa gedung bioskop Ista-
na Tulung Agung j

Duduknya perkara,
Habisnyy masa kontrtsk persevnan atas gedung bioskop 
letana oleh penyewa pertama (pihak I ) yaitu Hataliep 
Aries Tritanto, hingga perlu adanya kesepakatan taru 
terutama mengenai besarnya uang kontrak baru. Karena 
tidak dicapainya kesepakatan mengenai besarnya harga 
kontrak baru atas gedung bioskop tersebut, maka pihak 
pemilik gedung (Ny. Suyanti Tejo ) mengalihkan hak se- 
wa gedung tersebut kepada p-̂ nyev;. kedu; (pihnk II ) 
yaitu Handoko Ruali. Dengan adanya hal tersebut penye­
wa I menggugat pemilik gedung sebagai tergugat I dan 
penyewa II sebagai tergugat II pada Pengadilan Negeri 
'Pulung Agung. Selma terjadinya persenfcketaan ini bi­
oskop Istana tidak dapat mengadakan kegiatan* Karena 
menyangkut banyak pihak diluar kepentingan yang ber- 
sengkete .-rntara l^ini
a* ^emdu Tulung Agung selsiku ponorima pajak tontoruai 

sebesar sekifcar Kp.1,5 jutu per bulan,
b, Pihak I'.OHT Tulung Agung yang menitipkan dana sebe­

sar Rp.^Of- perlembar karcis,
c. Kakyat yang membutuhkan hiburan murah dengan adanya 

pemutcran film tersebut.
Dengan adanya kapentingn banyak pihak tersebut maka 
Komandan I'odim §807 Tulung agung memberikan prakasa 
atau jaoii baiioiya agar para pihak yangnbersenfi:eta 
dapat bersepakat untuk berdamai saja**^

Jalannya perdamaian adalah seb gai berikut;
Hataliep Aries Tritanto sebagai penggugat merapercaya- 
kan kepada kuasa hukumnya Eko Ci^iharto, tergugat I 
Ky.Suyanti Tejo dan terguga* rT Handoko Rusli memper- 
cayakan kepada pengacaranya Otto Kartono. Kedua kuasa 
hukum penggugat dan tergugat menyatakan sepokatbahwa 
meroka vhan berdamai dalam sengkota tersebut*

Sengketa Gugotan Gedung Bioskop Hencapai Kesep 
katan Damai« Jawa Pos, 17 September 198*f, h*2.



Perundingan perdamaian telah dilakukm sebelumnya oleh 
masing-maslng kuasa hukum diluar pengadiln yaitu di 
Makodim 0807 Tulungagung, setelah kesepakatan damai 
tercapal mereka selanjutnya meminta kepada Majelis Ha­
kim Pengadilan Negeri Tulungagung agar mengadokun si- 
dang eupaya hasll persetujuan perdamaian nerekg mempu- 
nyal kokuatan hukum yang tetap* ^

Berdasarkan contoh kasus diat s dapat s ya slnpulkzn 
dibuatnya kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa ter­
sebut m: k pertama-tama pihak peng^ugat dan te.?gugat mela­
lui kuaaa hukum mr.eing-m eing nonibuat suatu persetujuan 
perdamaian dlbawah tangan yang isinya mereka tetapkan sen- 
dlrl berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudlan 
atrs dastr perjanjlcn damai tersebut mereka meminta kepa­
da majells hakim untuk menguatkan ok to perdamaian yang ben- 
tuk dan kekuatannya sama dengan putuesua hakim yang bersi- 
fat tetap* Dengan kata lain pengadilan hanya memberikan 
pengustan hulmwnyr* si ja.

bila saya hubungkan dengan p&.sal 13 ̂ r.Î maka pro­
ses perdMitaian deniki^n ini oudr.h tcp; t dan dnpat di&olong- 
krin sebagai perdamaian yang terj-di didalam si dang pengadi­
lan eehingga putusan d ri perdamaian itu telah mempunyai 
kekuatan eksekusi atau kekur tan untuk dll ksanakan•
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n m  xix

HANFAAT DAM H,MAT IT PERDAMAIAN DA LAM MBNTULESAIKAH
S’-riCaClTA PERDATA

Kanf at diadakannya persetujuan perdamaian untuk 
menyeles' ik-.n cengketa perdata dapat litinjau dari dua ac- 
£i yaitu: manfaat bagi pihak-pihrk yang bersengket dan 
manfaat bagi peradllon di Indonesia,
1* Manfaat Bagi Pihak-pihak Yang Bersengketa

Sebenarnya yang menjadi alas&n pemikiran dengan 
diadakannya perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa 
. dalah bahwa perse licrLlian yang sentul̂  terjadi antara para 
pihak itu sendiri seringkali efeknya membawa pengaruh bagi 
k- tentraman hidu)i di aasyarakat atau mungkin jugr. ber e- 
ngar ih pada ke tentraman hidup manusia 1 innya. Sedangkan 
pada dasamya cuatu masyarakat itu terutama dalam masa 
pembangunan oekarang ini membutuhkan adanya keadaan ras:. 
iiman dim ketentraraan untuk mencapal hidup yang b^hagia.
Apu yang terjadi jika lingkungan maeyarakat teraebut sudah 
terganggu ketentramannya dan stabilitas keananannya. Mung­
kin saja pelaksanaan pembangunr^ tiaak akan berjalan lan- 
car demikian pula mungkin akan macetlah segala jalan per- 
ekonomian, perdagangan, perhubungan dan aebagainya.

Oleh karena itu perselisihan ant- ra pihak-pihak ee- 
baiknya sedini mungkin segera diseleevi an dengan sebaik-
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b iknya supaya dapat dltemukan keobali keharmonisun dan 
keserasi n hldup dl masyarakat, sehlngga tidak mengakibat- 
kan goncanya sama sekali hubungan dl masyarakat*

Penyelesaiaan sengketa antara pihak-pihak Itu sen- 
dlrl yang paling b ik yaltu dengan mengadakan perdamaian* 
Karena dengan dladakannya perdamaian didepan sidang penga- 
dilan pada dae^rnya dapat mencegah terjadinya suasana per- 
musuhan antara para pihak, yang beraklb t dapat membawa 
etabilitas keamanan dl pergaul n hldup dl masyarakat, de­
mikian juga dapat menlmbulkan manfaat-manfaat bagi para 
pihak itu sendirl*

Seperti kata Riduan Syahranl,
Jika suatu sengketa perdata dlselesalkan dengan tnengr- 
dakan perjanjlan perdam'.ian yang dibuat didepan sidang 
pennatlllun dalam suasana penuh kekeluargaan, ; v m  udu- 
raan dan persahabatan antara pihak-pihak yan# hereongK 
keta+*c?ebab deng n sistim ini faktor yang ditonjolkan 
bukannya mana yang salah dan raana ya g ben r tetapi ba 
b gaiuana persoalannya agar dapat dlselesalkan dengan 
sebalk-baikny « Fakta yang dlpertlmbangkan tidak seke- 
dar fakta-f '.kta obyektlf belak akantetapi juga fakta- 
fakta subyektif pada pihak-pihak yftng bersengketa*
Oleh karena itu dalam merumuskan perjanjian perdamaian 
tidak akan disebutkan pihak yang kalah maupun yang me- 
nang. Pihak-pihak yang tadinya bersengketa dengan pe­
nuh rasa kekeluargaan, persaudaraan dan persahabatan 
yang tulus lkhlas mengorbankan sebagian kepentingannya 
deml tercapainya perdam lan* **0

Karena perdamaian tidak bisa dlmohonkan banding
(pas 1 130 ayat 3 HII?) berarti sengketa perdata akan cep^t
selesal dengan tuntae di tingkat pengadllan negeri, sebab

Riduan Syahranl, op. cit. h.lV.
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perdamaian itu sudafe oerupakan putusan hakim yang berke-
kuatan hukum tetap (pasal 1838 ayat 1 HHIS), maka putusan 
perdamaian haruslah slap untuk dilaksanakan* Ilal ini sa~ 
ngat menguntungkan para pihak, karena biasany^ dengan ada- 
nya banding itu akan memakan wuktu yang cukup lama.

Jlka kemudlan hari salrh satu pihak keberatan ter- 
hadap isi akte perdamaian tersebut dan mencjukan gugatan 
lagl kepengadilan waka gugatan akan ditolak deng-n alasan 
ne bis in idem yang berarti bahwa suatu perkara y ng sama 
dengan pihak-pihak yang sama dan mengenal hal yang sama 
tidak dapat diperiksa lagi.

Sengketa perdata yang diselesalkan dengan perdamaian 
tidak hanya selesai dari segl yuridls formal saja tetapl 
selesai d; lam arti keseluruhm dan sesungguhnya, d^mana 
sengketa perdata tersebut seakan-akan tidak pernah ada. 
Hubungan antara para pihak yang bersengketa menjadi baik 
kembali, a lahan dengm terjadinya perdamaian hubungan an­
tara pihak menjadi lebih intim dari keadaan semula.

Jadi secara singkat dap;>t dikatakan, dengan adanya 
perdamaian meiapufcyai arti yang e ngat baik bagi nmsyarakst 
pad. umumnya dan bagi para pihak itu sendiri pad; khusus- 
nya. Disamping itu sengketa seles i & m aekali, penyele- 
saiannya cepat dan ongkosnya rincan seisin itu permusuhan 
antara kedua belah pihak yang berpekara akan selesai.
2. Manfaat Bagi Peradilan Dj Indonesia

i'anfaat perdamaian bagi peradilan di Indonesi yang



seperti tel h saya kemukakan dimuka bahwa merupakan pene- 
rapan prineip dari usae peradilan yang sederhana, cepat 
dan beaya rlngan,

Disamping itu menurut hukum ocara perdata, uenyele- 
saikan sengketa perdata dengan j lan perdamaian antara pa­
ra pihak yang berpekara merupakan tujuan utama yang eedu- 
pat mungkin diupayakan oleh hakim. Hakim wajib mengusaha- 
kan perdamaian d lam setiap peneriksaan perkara perdata 
bahkan sampai sidang terakhirpln sebelum hakim menjatuhkan 
putusannya. Apabila usuhnnya untna m&ndamaikan para pihak 
itu tidak berhasil, barulah ia melanjutkan pemerikeaan 
terhadap perkara yang dih dapinya dengan cara biasa.

Dalam mengupayakan tercapainy perdamaian hakim 
hendaknya dapat memberikan pand' ngan-p; ndangan, keterangan 
keterangan,dan penjelasan-penjelasan yang sekiranya dapat 
memberikan pengertian bagi par;, pihak yang bersengketa. 
untuk mengakhirinya persengketaan tersebut dengan jalan 
perdam lan* Disamping itu hakim h rue pula dapat memberi­
kan kesadaran dan keyakinan bagi para pihak bahwa penye­
lesaian sengketa dengan jalan perdam lan merupakan cara 
yang lebih balk dan bljaksana darlpada diseleBalkan dengan 
putusan hakim, balk dari segl hubuignn wasy r&kat maupun 
dari seci waktu, beaya dan tenaga.

Hakim yang berhasll menyelesaikan sengketa perdata 
yang sedang diperlksanya dengan jalan perdamaian adalah 
seorang hakim yan£ sukses dalam menjalankan tugasnya se-
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bagai penegak hukum karena secara tid:t l&ugsung hakim 
tersebut d pat memelihara keharnonisan hidup d:; masyarakat.

Apabila banyak sengketa perdata yang diputus dengan 
perdam-ian ditingk t pengadilan negeri berarti mengurangi 
jumlah perk ra Jx*ndinc yan.* \tufus dif-ucifcen pieh pengadi- 
lan tinggi.

Jumlah perkara yang m kin sedikit akan merapercepat 
jangka waktu proses pemeriksaan perkara* Hal ini sangat 
menguntungkan b gi b. dan peradilan di Indonesia yang ber­
arti pula akan mengurangi volume kerja b: gl h; - in itu sen- 
diri maupun mengurangi volume kerja pengadil n. Ini meru- 
pakaa manfaat yang sangat besar sekali bagi pengr-dilm 
terutama pada saat-saat eekarang ini dimana masyarakat 
sudah banyak yang tahu ak n hukum sehingga bila ter j di 
persengketaan mereka cenderung untuk menyelesaik;tn perka- 
ranya melalui saluran pergadilan, hal ini akan men.tmbah 
jumlah perk' ra yang masuk di pengadilan negeri spmakin 
banyak*
3* Hamfratan-hambatan Dalam Us;>ha Perdamaian

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat usaha - 
perdamaian, faktor-faktor itu adalah:
1. Pada umumnya para pihak yang bersengketa telah mengeta- 

hui adanya kemungkinan untuk berdamai tetapi mereka be- 
lum memahami tata cara, prosedur hukum dan akibat. *:ukum 
dengan diadakannya perdamaian* Oleh karena itu apabila 
sejak semula mereka telah mengetahui manfaat dilaksana-



kannya perdamaian kercungkinan be ear akai* difikirkan 
oleh mere a untuk mengad-kan perdamaian dengan pihak 
lawan.

2. Faktor yang terasa piling menghambat adalah faktor bar- 
ga diri atau gengsi drri m sing-masing pihak, dianta- 
rnnĵ a disebabkafc penggugat atau tergugat m^slng-maslng 
mermen p ling ben r dan s.'<ma aekali tid k manu menga- 
lah* Penggugat merasa yakin bahwa gugatannya akan <H- 
kabulkan sobaliknya tergugat tidak mau mengorbankan 
sebagian kepentingannya karena mengharapkan gugatannya 
akan dltolnk oleh hakim. Terutama tergugat yang merasa 
lemah dalam segi hukum tetapi dalam keadaan menguas 1 
b rang sengketa. Dengan banding dan kasasi dia mengha- 
rapkan dapat menunda pelaksanaan putusan hakim eehing- 
ga dap^t menlkmati penguasaan barang sengketa lebih 
lama# Hal ini didukung oleh faktor pemeriksaan banding 
dan kasasi blasanya masih menakan waktu yang relatlf 
cukup lama.

Sedangkan yang tidak merup kan hambatan yang ber- 
artl adalah faktor terlanjurnya banyak beaya, waktu, te- 
naga eerta pikiran ,Yang telah dikeiuarkan, seia&b jili/ ke** 
BSpalc tan drisf i telah tercapal maka beaya, waktu dan tena~ 
ga dapat diperhltungkan dalam merumuskan persetujuan perda­
maian.

Demikian beberapa faktor y ng dapat menghambat 
usaha perdamaian yang diadakan didepan sidang pengadilan*
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesinrpulan
1. Persetujuan Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan 

mona kedua belah pih k denpan menyerahkan, menjanjikan 
atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang 
sedang bererantung ataupun menceg'-h timbulnya suatu per­
kara*

.?* Pada dasarnya perdamaian itu ada dua m- cam yaitu perda­
maian yang dladakan didalam sidang dan perdamaian yang 
dilakukan oleh para pihak sendiri diluar sidang penga- 
dilan. Perdamaian didalam sidang pengadllan adalah per­
damaian y^ng diatur dalam paaal 130 HIR d. n pasal 1851 
KUHS sampai dengan pasal 1864 KUHS, sedangian perdamai- 
un diluar pengadllan adalah perdamaian yang dilakukan 
para pihak diluar pengadllan, dimana perdamaian semacam 
ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan dlbawuh tangsn 
antara kedua belah pihak bel*ka, yang apabila tidak dl- 
taatl oleh salah s tu pihak tuaslh blsa dlajukan melalul 
proses di pengadllan* Persoalannya hanya selesai untuk 
sementara dan sam sekali tidak dapat menjamin bahwa 
suatu ketlka tidak akan meletus lagi.

3# Penyelesaian sengketa melalul usaha perdamaian adalah 
penyelesaian melalui halim pengadll n negerl berdasar-
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ken kesadaran pihak-pihak yang berpekara untk mengor- 
bankan eebagian kepentingannya masing-masing dengan su~ 
karela yang bertujuan untuk mengakhlrl sengketa yang 
sedang terjadi* Pengertlan dlatas nengandung dua faktor 
pentlng, yaitui
a. ■danya kesadaran para pihak untuk secepatnya menye- 

lesaikan sengketa*
b. danya kesediaan dan keikhl snn para pihak untuk me­

ngorbankan sebagian kepentlngannya.
Jadi, suatu perdainaian y.̂ ng murni harue didasari faktor 
keikhlasan tanpa paksaan dan penekanan dari pihak mana-
P*n*

4^ Blla penggugat dan tergugat menutuskan untuk menyelesai- 
kan sengketa melalui jalan perdamaian, maka pertama-tama 
mereka aembuat suatu persetujuan perdamaian dib; wah ta- 

yang lslnya mereka tetapkan eendirl berdtisarkan 
persetujuan kedua belah pihak* Kemudian atas perjanjlan 
pord iaaian tersebut lalu p -rr. pihak meminta kepada hakim 
untuk menguatkon persetujuan damai Itu menjadi akte per­
dainaian y; ng bentuk dan kekuatannya sama dengan putusan 
ht-’kim yang bersifat tetap* D n kedua belah pihak dihukum 
untuk mentaati dan rrtelaksanakan akte perdamaian tersebut 
( tnempunyal kekuatan eksekusi).

5*.' anfaat perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa da­
pat disimpulkan seb g 1 berikutj
a* Dapat raenceê h sunsrma permusuhan antara -para pihak 

yang berakib^t dapat menbawa stabillt-is keananan per-



gaulan hidup di masyarakat.
b. Jlka sengketa dlselesaikan dengan usaha perdamaian 

maka penyelesaian sengketa tersebut dengan penuh 
suasana kekeluargaan# persaudaraan dan persahabatan 
antara pihak-pihnk yang bersengketa 9 sebab pihak- 
pihak yang tadinya bersengketa dengan penuh rasa 
kekeluargaan d: n persahabatan yang tulus sudl me­
ngorbankan sebaglan kepentingannya demi tercapainya 
perdamaian•

c. Perdamaian tidak blsa dimohonkan banding.yHnfc tat- 
sangat menguntungkan para pihak, karena biasanya 
banding itu memakan waktu yang cukup lama.

d* Dengan ndunya perd m inn maka sengketa aelesal sama 
sekall, penyelessi: nnya cepat, ongkosnya rlngan 
dan dipftt dilakukan dengan cara sederhana.

V̂ nffiat perdamaian b* pi peradil-n di Indonesia;
n. Merupakan penerapan jwinsip asas perajdllan yang se­

derhana, cep t dan blnya rlngan.
b. Penyelesaian sengketa dengan jalan d mai adalah tu- 

Juan utama hukum acara perdata karena dislnl ditun- 
tut keaktifan hak*m dalera raemberlkan pandangan-pan- 
dangan don keterangan-keterangan yang sekiranya da­
pat memberikan pengertian bagi para pihak yang ber- 
satifketa untuk mengakhirinya sengketa melalui per­
damaian. Hakim yang berhasll dalam tugas ini adalah 
hakim yang sukses sebagai penegak hukum.

c. Banyaki ya sengketa yang diputus dengan jalan perda-



naian di tingfo t pengadilan negeri berarti dapat 
mengurangi jumlah perkara banding yang m;.suk di pe- 
ngadilan tinggi.

Kambatan-hanbatan dalam usaha perdamaian, pada umunnyu 
yang soring terjadi adanya buta hukum dari p ra pihr.kt 
adanya faktor harga diri atau gongs! dari masing-masing 
pihak, sedangknn faktor yang tidc-k begitu berpengaruh 
:;dalah terlanjurnya b-nyak beaya, wt;ktut tenaga eerta 
pikiran y;ng telah dikeluarkan*
Saran-earan
Untuk nenyelosaik n atau mencegah timbulnya suatu seng- 
perdata secara tuntas dan maxitap, sebalknya diadakan 
perdamaian melalui hakim pengadilan negeri atau per da- 
malcn yang diadakan dale* sidang pengadilan daripada 
perdanalan yang dibunt oleh para pihak sendiri d^urr 
sidang pengadilan.
Advokat atau pengacara yang merupakan para penc ri ke- 
adilan ( Justisiabeleh ) hendaknya berkevajlban untuk 
memberik n penyuluhan hukum kepad:; masyarakat tentang 
pentingnya persetujuan perdamaian. Diaamping itu advo- 
kat atau pengacara yang menjadi kuasa dari penggugat 
atau tergugat hendaknya menempatkan perdamaian 6ebagai 
target pertama yang sedapat mungkin tercapai dalan me- 
nyeles&kan setlap sengketa perdata yang dikuaeakan 
padanyo* Untuk itu advokat at*u pengacara harus mampu

memberikan pengertian dan kesadaran balk kepada klien-
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nya sendiri maupun pihak lawarmya bahwa penyelesalan 
sergketa perdata dengan perdamaian uerupakan suatu cara 
penyelesalan yang sebaik-baiknya*

3* Pengertian perdamaian yang diatur didalam KUHS hanyalah 
perdamaian yang diadakan d lain sidang pengadilan seba- 
llknya perdamaian diluar sidang sama sekali tidak ter- 
c;mtum dalam KUHS sehingga perlu diciptakan su.zu per- 
atur^n yang dapat mencakup baik perdamaian didalam si­
dang m. upun diluar sidang*

***#**■*# »* • * ■****■*»

■* m i l i k
perpustakaan

•ONIVERSITAS AIRLANOGa' 
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PUEJiUJJIAN PJSKDAMAIAH ( DAJDING )
Kami yang bertanda tangan dibawah inis
I. KO <LM'G KWANG. bertempat tinggal di jalan -̂ mbong ^nnjung

No.5 Surabaya, aelanjutnya dieebut pihak 
Keaatu; (tergugat)

XX. PAULUS widjaja sh. Advokat dan Pengacrr^, d l^m hal ini
sebagai kuasa dari dan oleh karenanya 
bertindak untuk dan atas namas Mintarja 
Gunawan, berkedudukan dijalan Kelut 17 
Surabaya, aelanjutnya diaebut aebagai 
pihak Kedua; ( penggugat )

Kedu.'i belah pihak tel’h aepnkat dan aetuju sepenuhnya un­
tuk mengadakan perdamaian (dading) dimuka pereid'ngan Pe- 
ng^dilan Negeri Surr.buyn, oehubungan^ dengan perk r perda­
ta daftor ITo. 19/Pdt.G./1985 dengan ketentuan-ketentuan 
don :yar-t-ayar^t sebagai berikut:

Paacl 1»
Pihak keaatu mengakui b.-̂ hwa rum h jl. Krabong Tanjung No«5 
Sur baya, tolah dijualnya kepada pihak kedua, aeauai de­
ngan akte perjanjian jual belt dihadnpan Notario Suaanti 
SB, akte No.20 tgl. 6 - 12 - 1982;

P.-agal ?«
Pihnk kosatu (tergugat) dengan ini beraedia untuk menye- 
r-ihkrji/nengoaongkan rumnh jl. Embong Tanjung No.5 Surabaya 
yang dis#wanya dari pemiliknya yang aah yaitu pihak kedua 
(penggugat), p ling lamb t pada akhir M?jret 19^5$ aehingga
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per3»:n jian <. sewa menyewa antara pihak kesatu dan pihak ke­
dua berdasarki-n perjanjian aewa aenyewa dengan akte Ho.23 
tgl 6 - 12 - 1982 dihadapan Hotaris Stiaanti SH tel^h ber- 
akhir demi hukum ;

Pasal 3.
Pihak kedua bersedi^ membayar sebagai pesangon/gro'ti rugi 
atas penyerahan runiah jl. Ttobong Tanjung No.5 Surabaya 
dalam keadaan kosong oleh pihak kesatu kepada pih k kedua 
sebagai pemilik y:̂ ng Bah, sobeaar Rp 50.000.000,- ( Lima 
Puluh Juta Rupiah);

P..sal k *
Pada waktu perjimjian perdamaian ini dit^ndatangani, pihak 
kedu-- telv-h membayar uang pesangon/ganti rugi cebesar 
Rp 50*000.000,- ( Lima Puluh Jute Rupiah) dan pihak kesatu 
dengan ini raonyatakan telah menerima uang tersebut diataa 
dari piha . kedua dan perjanji n perdamaian ini berlaku se- 
ba£ i kwitansi tanda peneritaan yang sah;

Pas^l 5.
Apabila pihak kesatu tidr k memenuhi janjinya melaksanakan 
penyerahan kerabali rumah jl. Embong Tanjung No,5 Surabaya 
dnlam keadaan kosong kepada pihsk kedua pada trnggal 31 - 
Maret 1985, &aka snd^h cukup terbukti bahwa pihak kesatu 
telah lalai dan ingkar janji dan pihak kesatu bersedia dan 
tidak berkeberutan, age r pengadllan Negeri Sur baya raelak- 
B̂ nc’ktm ekseku3i pengosongan atas rumah jl. Embong Tanjung 
No.5 Surabaya untuk diserahk n kepada pihak kedua sebagai 
pemilik yvnz c h;



Pas^l 6.
Perjanjian pord.-m ian (dading) ini diajukan dimuka persi- 
d .ngan Pengadil-n Negeri Surabaya, agar menjadi keputuaan 
yang mempunyai kekuatan yang paati dal? m perkara daftar 
nomor 19/Perdata G/1985 dan mengikat bagi kedua belah pihak 
tanpa ada aluaan hukum apapun lagi mengenal pelaksanaan 
perjanjian perdam-ian ini;

Paenl 7.
Dengan telah dilaks^nakannya perjanjian perdamaian (dading) 
ini nanti, maka kedusi belah pihak berjnnji tidak ada Baling 
tuntut-menuntut apapun lagi;

Pasal 8.
Keduu belah pihak tidak mengajukan ayarat-syarat apapun
1 gi mengenal perjanjian perdamaian ini, karena kedua be­
lah pihak telnh saling mengerti dengan jelaa dan mengakui 
kedudukannya nusing-maBing dan beraedia untuk mematuhi isi 
dari perjanjian perd matron (dading) ini;

Surabaya, 11 Januari 1985 

Pihak kedua. Pihak heaatu.

3

( Paulua 'ffldia.la SH.) 
kuaaa penggugat.

(Ko Jang Kwang)



AKTE PERDAMAIAN
( No. 19/Pdt. <3/1985 )

Pada hari Sonin tanggal 1 i*. Januari 1985t pada per- 
sidangan Pengadllan Negeri Surabaya, yang aongadill perka- 
ra-perkar:’ perdata pada peradilan tingkat port.ma, telah 
datang menghadap:
I. PAULUS WIDJAJA SH, Advokat dan Pengacara, berkedudukan 

di Surabaya, jalan Kelut No.l?, selaku kuaea dari MIN- 
TARDJA GUNAWAN, pedagang, bertempat tlnggal di Surabaya 
Jalan Anjasmoro No.55, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
tertanggal 10 Desember 1984;
sebagai Penggugat;------ ----------------------------

II.KO JANG KWANG, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya 
J las Embong Tanjung No.5j
sebagai tergugat;— ----------------------------------

yang menerangkan bersedia untuk sengakhirl sengketa antara 
merekr-, sepertl termuat d I n m  sufcat gugatan Daftar Ko.19/ 
Pdt.G./1985, dengan jalan perdamaian}

DUDUKNYA PERKARA:
Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 
1985 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadllan Negeri 
Surab ya pada tanggal 8 Januari 1985 dibawah register 
No.19/Pdt.G./1985, telah mengemukakan sebagai berikut:
1. bahwa persil/rumah yang terleta# di Jalan Embong Tanjung 

No.5 Surabaya, oleh tergugat telah dijualnya kepada peng­
gugat, sebagalmana penggugat telah membeli persil/rumah

1



Jalan Embong Tanjung No*: Surabaya torsebut; 
bahwa oleh karena jual bell perall/rumah tersebut dlatas 
(selanjutnya dlsebut rumah sengketa), belum bis dilak- 
e nakan secara formll menurut undang-undang Pokok Agra- 
rin, dihadapan Pejabat Perabuat Akts Tanah, maka oleh 
pihak-pihak, y itu pmjual dan pembeli yaitu tergugat 
dan ponggugut, dihadapan SUSANTI SK, secara Materiael 
rechtelljk dilakukan jual bell mengenai persll/rumah 
sengketa tersebut dlatas dalam bentuk perjanjian Timbal 
Balik (wederkoerige overeenkomst) y itu perjanjian untuk 
mengadakan jual bell dengan syarat-syarat yang terurai 
dalam Akte Notariu Susanti SH, tertanggal 6 - 1 - 1982 
No*20 akte mana seluruhnya dlkutlp dan dlulangl disinl 
kata deml kata, sebagalmana buktl terlampir P.I.; 
bahwa alasr n belum .blsa dllaksanakan secara formll jual 
bell dimaksud dlatas adalah karena buku sertlfikat menge­
nai Hak Guna Baifgunan No»294/ Embong Kallasln, dlatas 
mana berdiri persll/rumah jl. Embong Tanjung No*5 Sura­
baya, berada d lam penyelesaian perpanjangan; 
bahwa sebagai dasar untuk pelaksanaan jual bell secara 
formll, apabila buku sertlfikat telah selesal dikerjakan 
dan mengingat pembaynran harga persil/rumah sengketa te­
lah lunas, maka oleh tergugat diberikan Surat Kuasa pe- 
nuh kepada penggugat dlhadapan Notarls Susanti SH, sesuai 
dengan bukti terlampir P.2; P*3;

bahwa atas permintaan tergugat kepada penggugat, agar



3

persil/rumah yang telah dijualnya tersebut, dap, tlah di- 
stwakan lagl kepada tergugat untuk masa 2(dua) tahun, 
dan oleh karena penggugat waktu itu masih belum memerlu- 
kan sekali, maLa penggugat bersedia menyewakan pereil/ 
rumah sengketa kepada tergugat untuk masa 2(dua) tahun 
seperti tergugat menyew;, dari penggugat sebuah rumuh de­
ngan bangunan induk, terletak di Kotamadya Surabaya, se- 
ternpat terkenul sebagai Jl, Embong Tanjung Ko*5 Surabaya

dengan syarat-syarat yang terurai dalam Perjanjian Sewa 
Kenyewa, Akte Kotaris Sueanti SH tanggal 6-12-1982 Eo.23 
kate mana seluruhnya dikutip dan diulangi disini kata 
demi kata, sebagaimana terlampir P*l*.$

6* bahwa jangka waktu sewa menyewa ini diad.JuJi buat jangka 
waktu 2(dua) tahun lamanya yaltu dari tanggal 5 Desember 
19< 2 dan berakhir pada tanggal 5 Desembar 1984>;

7, bahwa oleh karena penggugat memerlukan persil/rumah ■ 
sengketa tersebut diatas guna kepentingan penggugat sen- 
diri, ; aka penggugat tidak membuat perjanjian sewa mei>ye- 
wa baru dan menurut ketentuan-ketentuan yang tersirat 
dalam akte sewa menyewa init maka perjanjian sewa menye­
wa berakhir demi hukum sejak aaat masa perjanjian sewa 
menyewa berakhir yaitu tanggal 5 Desember 19£if, sedangkan 
perjanjian bnru t’dak diadakan;

8* bahwa sesuai dengan pasal 1 dari Sur-̂ t Perjanjian Sewa 
menyewa ini, maka pada saat berakhimya persewaan ini, 
pihak kes tu yaitu tergugat harus mengemballkan apa yang
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dlsewa tersebut pada pihak kedua yaitu penggugat, dalam
keadaan brik dan kosong;

9. bahwa meskipun demikian keadaanya menurut hukum, namun 
tergugat, aeeklpun diminta secara baik-baik dan sebagai- 
mana mestinya, tidak bersedla menyerahkan kembali segala 
sesuatu yang dieewa oleh terpugat tersebut diatas, hing-; 
ga tidak ada jal. n lain daripada mengajukan permintaan 
kembali persil/rumah tersebut diatas oleh penggugat le- 
wat Pengadil'in Negeri Surabaya;

10.bahwa tergug<!t deng n tidak bersedia mengembalikan per- 
sil/ruaah sengketa jelas tidak saja berada dalam keada­
an, bahkan tergugat dengan sengajs telah melakukan

nprestaei" yang ceperti telah diperjanjikan tergugat 
harus tnembayar uang denda kepada penggugat sebasar 
Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk tiap-tiap 
hari tergugat melewatkan saat penyerahan tersebut di­
atas yaitu d.irl tanggal 5-1--1984 sampai saat persil/ 
rumah sengketa, balk secara sukarela maupun demi kepu- 
tusan Pengadllan Neper*, dieerahkan pada penggugat;

11.br.hwa permohonon penggugnt ini didasarkan bukti- uktl 
yang otentik, hingga keputusnn didalam perkara ini da­
pat dij&lcnkan lebih dahulu;

Berdassrkan alasan-slasan yang terurai diatas, maka 
penggugat dengan hormat sudikah klranya Ketua Peng: dil n 
Negeri memanggil pihak-pihak yaitu penggugat dan tergugat 
untuk hadir didalam persidangan Pengadil n Negeri Surabaya



untuk memeriksa perkara ini d m  Pengcidil <n Negeri b^rkenan
mengambil keputusan:
1. mengabulkrm eeluruh cugatan penggugat;
2. menyatakan penggugat adalah satu-satunya pemilik y: ng 

sah at^s persil d .n rumah jl. Embong Tanjung No.5 Sura- 
bayasesu^i akte ikat.-n jual boli No .20 dan surat kuasn 
akte 13o.^l dan 22 Notarie Suscmti SH;

3. -enyatakun perjanjian sewa menyewc. diantara pengcugat 
dan tergugat seperti terurai didalam surat perjanjian 
sewa menyewa tanggal 6-12-1982 No.23 yang dibuat diha- 
dapan Notaris Susanti SH, deal hukuia berakhir dan tidak 
berlaku lari sejak tanggcl 5-12-1984;

4. menghukum tergugat d?n siapapun yang mendapatkan hak 
dc*ripadanya untuk segera meyerahkan kembali kopada 
penggugat segalr ceeuatu yang disewa oleh torgugst da- 
lrm keadaan balk d**n kosong yaitu sebuah rumah dengan 
bangunun induk yang terletak di jalan Embong Tanjung 
No.5 Surabaya, lengksp dengan saluran air minum dan 
aliran listrik 29-000 wat dengan sronbungan tilpuxt t> *aer 
40993 dan 471145 beserta tanah pekarangan yang merupa­
kan bahagian daripada tanah bekns Ilak Guna Bangunan 
Ho.?94 dan 295/Embong Kaliasin, kepada penggugat sebagai 
pemilik yang sah;

5* menghukum tergugat untuk membayar uang denda sebeaar 
Rp. 50*000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap hari 
kelambatan persil/rumsh tersebut diatas, tidak diserah-

5



kan oleh torgugat kepada penggugat sebagai u ng denda 
SGSual dengan perjanjian sewa menyewa, sampai pada hari 
mana persll/rumah tersebut diserahkan kembali dalaa ke­
adaan baik dan kosong pada penggugat, jumlah mana h rus 
dibayar oleh tergugat kepada penggugat sekaligus dengan 
tanda penerimaan tanda petunasan selsyaknya;

6. menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu 
sekalipun ada banding, kasasi maupun perlawanan;

7. menghukum tergugot untuk membnyar biaya-biaya dalam 
perkara ini;

TENTANG P'/!RTIMB'.NGAI? injKUKNYA 
Meniiaban £, bahwa para pihak menerangkan bahwa mereka 

bersedia d*n a©tuju mengakhiri perkara mereka yang tel: h 
diajukan pada Peng-dilan Negeri Sur bay; , dengan .jurat gu- 
gatan terdaftar tanggal Januari 19' 5 No«19/Pdt.G/1935i 
dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa para ^ihak di muka percidangan me- 
nyatak n perdamaian sesual dengan Akte di bm-ih t ngan 
tertanggal 11 Januari 1985;

Menimbang, bahwa isi eurat perdamaian para pihak 
tersebut adalah sebagai berikut:

bahwv kedua belah pihak telah sepak t dan setuju so- 
penuhnya untuk mengadakan perdamaian (dading) dimuk persi- 
dangan Pengadllan Negeri Surabaya, sehubungan dengan perka- 
ra perdata daftar KO*19/Pdt.G/lr^5, dengan ketentuan-keten- 
tuan dan syarat-syarait seb >gai berikut:



Paeal 1:
Pihak kesatu (tergugat) mengakui bahwa rumah jalan Em 

bong Tanjung No.5 Surabaya, telah dijualnya kepada pihak 
kedua(penggugat), sesuai dengan akte perjanjian jual bell 
dlhadapan Notaris Sus nti SH# akte No#20 tanggal 6-12-19^2; 
Pas:l

Pihak kesatu(tergugat) dengan ini beraedia untuk menye- 
rahkan atau mengosongkan rumah jalan Embong Tanjung No. 5 
Surabaya yang disewanya dari pemiliknya yanc sah yaitu pi­
hak kedua (penggugat), paling lambat pda akhir Maret 1985* 
sehingga perjanjian sewa menyewa antrr’ pihak kesatu dan 
pihak kedua berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan akte 
No. 23 tanggal 6-12-19' .’ dlhadapan Notaris Susantl SH, te­
lah berakhir demi hukum;
Pasal 3:

Pihak kedua (penggugat) bersedia membayar sebagai pe- 
sangon/ganti rugi t e penyerahan rumah jaln Embong Tan­
jung No. 5 Surabaya dalam ktfadaan kosomg oleh pihak kesatu 
(tergugat) kepada pilv k kedua (penggugat) sebagai pemllik 
yang sah, cebesnr Rp. 50.000.000,00 ''lima puluh Juta ru­
piah);
P sal U:

Pada waktu perjanjian p&rdsfcfetan ini ditanda tangani, 
pihak kedua (penggugat) telah membayar uang pesangon /ganti 
rugi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupi h) dan 
pihak kesatu (tergugat) dengan ini menyatakan telah menerlma 
uang tersebut di atas d ri pihak kedua (penggugat) dan
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perjanjian perdamaian ini berlaku sebagai kwitansi t nd i 
penerimaan yang sah;
Pasal 5;

Apabila pihak kesatu (terguget) tidak aemenuhi janjinya 
melakeanakan penyerahan kembali rutiah jalan Embong Tan jung 
No*5 Surabaya dalam keadaau kosong kopada pihak kedua 
(penggugat) pada t nggal 31 Maret 1985* maka sud. h cukup 
terbukti bahwa pihak kesatu (tergugat) telah lalai dan 
ingkar janjl dan pihak kesatu (tergugat) bersedia dan ti­
dak berkeberatatf, agar Pengadilan Negeri Surabaya melaksa- 
nakan eksekusi pengosongan atas rumah jalan Embong Tanjung 
No.5 Surabaya untuk diserahksn kepada pihak kedua sebagai 
pemilik y n g  sah;
Pasal 6:

Perjanjian perdamaian (dading) ini diajukan dimuka per- 
sidangan Pengadilan Kegeri Surabaya, agar renjadi keputu­
san yanc mempunyai kekuatan yang pasti dalam perkara daf­
tar nomor 19/I)dt.G/lr85 dan mengikat bagi kedua belah pi- 
h k, tanpa ada alasan hukum apapun lagi mengenai pelcksa- 
naan perjanjian pperdamaian ini;
P:sal 7l

Dengan telah dilaksanakan perjanjian perdamaian (dading) 
ini nanti, maka kedua belah pihak telah saling memberikan 
pembereean ( : quit a de charge ) dan kedua belah pihak 
berjanji tid: k saling tuntut-menuntut apapun lagi;
Pasal 8:



9

Kedua belah pihak tidak mengajukan syar t-syarat apa- 
pun lagi mengenai perjanjian perdamaian ini, karena kedua 
belah pihak telah Baling mengerti dengan jelas dan mengakui 
kedudukannya masing-masing d n bersedia untuk mematuhi isi 
d ri perjanjian perdamaian (dading) ini;

; enimbang, bahwa kedua tolah pihak setuju dan sepa- 
kat untuk nengakhiri perkara dengan suatu perdam ian yang 
mereka sepakati seperti tercantum dalam Akte dibawah tangan 
tetanggal 11 Januari 19,5;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon 
agar perkara mereka diputus dengan perdamaian*,

Kemudian Pengadllan Ilegeri nienjatuhkan putusan se­
bagai berikut:

? U T D S A K 
MI'I KEADILAli 

mi^DASAKKAi; KETUHANAII YAHG WdiA ESA 
Pengadllan Kegeri tarsebut;
Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak ter­

sebut diatas;
Hengingat ukan pasal-pasal dari Und; ng-undang yang 

bersaiigkutan:
U K M G A I) I L I;

- Heaguatkan Akte Forjonjian Perd^imalan (dading) tertang­
gal 11 Januari 19 5;

- Merighukum kedua belah pihak harus mentaati perdamaian 
yang telah mereka sopakatl itu;
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- Kenghukum kedua belah pihak supaya meabayar ongkoa per** 
kara masing-musing eetengahnya dari jumlah Rp 5*850,00 
(lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);1

Deiaikianlah diputus pada huri SEN IN tanggal 1*+ Ja- 
nuari l‘,65* oleh kamii H. SIRINGO-KINGO SH, Hakim Pengadi- 
l&n Negeri Surabaya, putusan raana dlucapkan dimuka uraum 
pada hari itu juga donram tfihadiri olehi £*&• -SAHG^DJI SH, 
Panitera Pengganti Pengudll&n Negeri tersebut Berta diha- 
diri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

Panitera Pengc^nti Hakim

Z.A. SA-WGATNJX SH MiT SIRINGO-ftlWOO SH

Perincian ongkos-ongkoo: 
meterai Rp 50,00
Biaya putusan Rp 500,00
Biaya panggilan 

Jumlah
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